FERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAEKARTA

NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR EKFPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAEARTA,

Menimbang : &. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus
Ibukota Jakarta(PAM JAYA) vang didirikan Dberda-
sarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 (Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 1977)
adalah Badan Hukum vyang berwenang melakukan
usaha penyediaan dan distribusi air minum kepada
masyarakat dan untuk kemanfaatan umum lainnya
terutama di wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas
Perusahaan Daerah dimaksud agar lebih Dberdaya
guna dan berhasil guna maka prengelolaannya perlu
ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan
keadaan saat 4ini serta peraturan pPerundang-
undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(PAM JAYA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah Jjo. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1969;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1880 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota
Negara Republik Indonesia Jakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Daerah di 1lingkungan Pemerintah
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 680-1572
tanggal B Nopember 1985 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
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Menetapkan

~J

10.

Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1990 tentang Tatacara Kerjasams antara Perusahaan
Daerah dengan P:hsak Ketiga;

Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomo= 536-666
tanggal 7 Oktober 13981 tentang Petunjuk Pelak-
Sanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Direksi dan Badan Pengawas Perusshaan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomar 4;6/Menkes/PER/
IX/1990 tentang Syarat syarat dan Pengawasan
Kualitas Air;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Romor 16 Tahun
1991 tentang Pedoman Sistem Akur.tansi Perusahaan
Daerah Air Minum.

Lengan Persetujuan Dewan Perwakilan Fekyat Daerah
Daerah Khusus Itukota Jakerta

MEMUTUSEAN

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBJECTA JAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR HINUM DAERAH
EHUSUS IBUROTA JAKARTA (PAM JAYA)

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah :ni vang dinaksxd dengan:

a.

b.

Daerah adalah Daerah khusus Ibukota sakarta;

Ibukota Jakarta;

Gubernur Kepala Daerah adalah Gube rnur Kapala
Deerah Khusus Ibukota Jaxarta;

PAM JAYA acalah Perusahaan Daerah Air AMinum
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Direktur Utama adalah Direktur Utams PAM JAvA;
Direktur adalah Direkt.ur FAM JAYR
Direksi adalah Direksi PAM JAYA ;

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas paM JAYA.
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BAB 11

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) PAM JAYA dalam Peraturan Daerah
JAYA vang telah didirikan

Daerah Taerah Xhusus Ibuk
Tahurn 1977

diperoleh g
sebut.

berdasarkan Peraturan

ota Jakarta Nomor
yang kedudukannya seb i

engan berlakunya Pera

(2) PAM JAYA setagal Badan Hukum adalah badan
berwenang melakukan Pengusahaan, Penyediaan dan
pendistribusian air m

inum serta usaha-uegaha lain
terdasarken ?2raturan Daerah inji.

BAB 111
TEMPAT FEEDUDURAN DAN WILAYAH EERJA

Pasal 3

PAM Java berkedudukar dan berkeato- AU Al Jalkerta.

Yasal 4

Wilavar ierda PAM JAYVA berada di Daeran
kote Jelzarte dap dapat menpunyad
instalasi serta lkanto- r2layanan Aji
lain vyang ditetaplar 2leh Gubernur Kepa

Lhusus Tpy-
kantor cabang,
texpat-tampat
la Daerah.
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Pasal 5

Tijuan PAM JAY S adaish Pa2menuhan ai- minum untuk It
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BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

(1) PAM JAYA dalam Peraturan Daerah in: adalsh PAM
JAYA yang telah didirikan berdasarkan 2Peraturan
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nonor 3
Tahun 1977 yang kedudukannya sebagai Badan Hukum

diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daeran ter-
sebut.

(2) PAM JAYA sebagai Badan Hukum edalah bedan yang
berwenang melakukan rengusahaen, renyediaan dan
pendistribusian air minum serts usaha-teeha 1lain
berdasarkan Peraturan Daerash ini.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

PAM JAYA berkedudukan dan berkantor pusat i1 Jakarta.

Pasal 4

Wilayah kerja PAM JAYA berada di Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta dan dapat mempunya’ kantor caoang,
instalasi serta kantor pelayanan di tempa=-tsmpat
lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daeran.

BAB 1V
TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal b5

Tujuan PAM JAYA adalah pemenuhan air minum untulk ke-
butuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan keeejah
teraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli Dzerah
serta turut melaksanakan pengembangan pe-z<orcmian
Daerah.

Pasal 6

Tugas pokok PAM JAYA adalah melakukan segala usaha
vyang berhubungan langsung dengan penyediaan dan
pendistribusian air minum yang nemenuh: syarat-
syarat kesehatan dengan berpegang pada p-insip-
prinsip ekonomi perusahaan serta pel_ayanan vang Dbaik
bagi masyarakat.




Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok eebegaimana dimaksud
dalam Pasal 6, PAM JAYA berfungei:

a.

mengusahakan pPengadaan/penyediaan air minum
sesual dengan bProgram pembangunan Pemerintah
Daerah;

membangun, mengelola dan m=melihara instalasi
penjernihan serta sumber alr zaka c¢an Fenyvimpanan
air;

membangun dan memelihara sisten rengadaan air
minum antara lain :hidran umun, termlinal air dan
tangki air ;

memasang dan memelihara pPipa-pipe ianduk dan pipa
distribusi berikut fasilitas lairnya;

mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakailan
air minum;

melakukan penelitian laboratorium terhadap
sumber-sumber dan produk air minumn Begus_. dengan
syarat—-syarat kesehatan;

melakukan surval dan rpengumpulan data untuk
bahan penyusunan tarif air minam;

melayanil permintaan sambungan air minum sari dan
untuk masyarakat, perusahaan, rerunahan, hotel
dan lain-lain;

melakukan bPencatatan meter air terhadap para
pelanggan air minum;

menagih wuang langganan air minum dan penghasilan
lainnya sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

mengambil tindakan terhadap semakei &-r minum
yang tidak eah;

menyediakan air minum dalam rangka membantu
memenuhl kebutuhan fasilitas kota

membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka
mengatur, memberikan izin dan mengawaeil usaha-—
usaha instalasi air minum vang dilaksanazan oleh
pihak ketiga di wilayah Daerzsh Khuasus Ibukota
Jakarta:

memberikan izin dan mengawasl instalatur di wila-
vah Daerah Khusus Ibukota Jdakarta;

meningkatkan mutu, keterampilan, dan kese:ahtera-
an Karyawan dalam pembentukan te—naga kerjs teram-
pil dan pengembangan karier untu< msningketkan pe
layanan umum;
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BAB v
MODAI
Pasal 8
(1) Modal PAM JAYA adalah seluruh kekayaan PAM JAYA
sebagai kekavaan Pemerincarh Daerah vang
dipisahkan.

(2) Modal dasar PAM JAYA d-tetapkan sebeasar
Rp.Z.OO0.000.000.000,00 (dua triliun rupiash).

(3) Mogal yang ditempatkan ditetapkar sebesar
Rp.400.000.000.000,00 (empat rasus mi_iar rupiah).

(4) Moda)l vyang disetor rada saat bpengzsahen Peratur-
an Daerah ini adalah sebesar Rp.127.578.410.981,61
(seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh
puluh tiga juta empat ratuse sepuluh ribu

(5) Penambahan modal selanjutnysa diatur Beauai dengan
reraturan perundang—undangan vang berleku.

Pasal 9

(1) PAM Java mempunyai cadangan umum wvang dibentuk
dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf
b Peraturan Daerah ini.

(2) PAM JAYA tidak mengadakan cadangan rahas_s.

(3) Semua alat likuig PAM JAYA disimpan dalan Bank
Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan atau Bank-Bank Pemerintah Yéng dituniuk.

Pasal 10

Modal dan sumber dana PAM JAYA dipercleh dari

- Pemupukan dana intern;

bPenyertaan modal Daerah;

bantuan pemerintah dan pihak ketiga;

Pinjaman vang diperoleh dari dalam dan luar
negeri.

0.0 0w

BAB vI
PENGELOLAAN
Pasal 11
(1) PAM JaYA dipimpin oleh suatu Direksi vang terdiri

atas seorang Direktur Utama dan setanyvak-
banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.




(2) Pengecualian sebagaimana dimaixsud pada ayat (1)
pasal :ni, harus terlebih dahulu mendapat perse—

tujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan rPengelolaan EaAM JAYA Direktur
Utama bsrtanggung Jawab kepada Cubsrnur Kepala

Daerah.

(2) Para Direktur PAM JAYA dalam melaksanakan tugas
nya bertanggung Jawab kepada Direktur Utama .

Pasal 13

(1) Direktur Utama berhak dan berWenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi .

(2) Masing-masing Direktur untuk bidargnya dan dalanp
batas yang ditentukan dalam tata kerja menjalan-

kan pekerjaan Direksi, berhak dan
tindak untuk dan atas nama Direksi.

(3) Apabila Direktur Utama berhalangan

tetap dalamnm

mejalankarn pekerjaannya atau apabila Jabatan ity
lowong dan pPenggantinya belum diargkat atau belum

menjabat, maka Jabatan Direktur

oleh salah satu Direktur berdasar}-

Sementara Gubernur Kepala Daerah.

Utama dijabat
&n  penunjukan

(4) Apabila Semua anggota Direksi berhalangan tetap
menjalankan pekerjaannya atau Jabatan Direksi
lowong seluruhnya dan belum diangkat bPenggantinya

atau belum menjabat jabatannya
waktu pimpinan dan prengelolaan PAM
oleh S€orang atau lebih anggote.

Mnaka sementara
JAYA dijalankan

Badan Fengawas

yang ditunjuk oleh Gubernur Kepalsa Daerah.

Pasal 14
Tugas Pokok Direksi adalah:

a. mengelola PAM JAYA sesuai dengan
telah ditetapkan;

b. mengurus dar. mengelola kekayaan PAM
€. meningkatkan kesejahteraan regawai ;

d. menyerahkan kuasa untuk mewakili
dalam dan di luar pengadilan kepada
beberapa orang anggota Direksi vang
Juk untuk ity atau kepads Seseorang
orang pegawai, baik sendiri maupun

tujuan vang

JAYA;

PEM  JAYA Qi
E€orang atau
kbusus ditun-
atau beberapa
bersama-sama

atau kepada orang dan atau badan lain.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 15

Direksi narus mendapat bPersetujuan tertulis dari
Gubernur Kepala Daerah dalam hal:

a. mengadakan perjanjian kerja sama yYang berlaku
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)tahun;

b. mengadakan rpinjaman dari dalam dan luar negeri;

©. memperoleh, memindahtangankan dan menghipotek-
kan benda tidak bergerak milik PAM JAYA;

d. penyertaan modal dalam bPerusahaan lain;

€. melaksanakan hal-hal vyang bersifat prinsip
lainnya Yang berhubungan dengan penyelenggara-—
an dan pengelolaan PAM JAYA.

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini diberikan Gubernur Kepala Dae-
rah Setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 16

Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia
vang mempunyai akhlak dan moral yang baik,
disiplin, dan dedikasi yYang tinggi, serta harus
memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang
pengelolaan bPerusahaan serta memenuhi persyaratan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan
Perusahaan yang di-pimpinnya.

Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sampail derajat ketiga menurut garis
lurus, baik ke atas maupun ke bawah, garis ke
samping termasuk suami istri, menantu dan ipar.

Apabila anggota Direksi sesudah rengangkatan
masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka anggota
Direksi yang bersangkutan untuk melanjutkan
Jabatannya harus mendapat izin tertulis dari
Gubernur Xepala Daerah setelah mendengar
pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan
pribadi, langsung atau tidak langsung prada usaha
lain yang bertujuan mencari laba.

Anggota Direksi tidak boleh merangkap Jjabatan
lain kecuali dengan izin tertulis Gubernur Kepala
Daerah.




(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

a Permintaan Sendirij;
b. melakukan Perbuatan atauy Sikap yYang Merugikan

C. melakukan Perbuatan atau Sikap Yang merugikan
kepentingan Daerah atauy Negara;

d. Sesuaty hal Yang mengakibatkan tidak dapat
melaksanakan tugasnya Secarg wajar;

€. promosj jabatan.

Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan

Sementara anggota Direksj Yang diduga melakukan
tindakan sebagaimana dimaksuq bada ayat (1) huryf

Pemberhentian Sementarg sebagaimana dimaksud Pada
avat (2) Pasal in4 diberitahukan Secarg tertulig

anggota Direk81 lalnnya dengan disertai alasan-
alasannya.

Dalam hal terjadj pemberhentian Sementarsg 8seba-
gaimang dimaksud pPada ayat (3) Pasal ini dilaky-
kan hal-ha) Sebagai berikut:

&. sebelun pemberhentian karena alasan Sebagaj-
mana dimaksud bada ayat (1) huruf b,c dan g
Pasal inj dilaksankan, anggota Direksi Yang
bersangkutan diberikan kesempatan untuk

Jangka waktuy selambat—lambatnya 1 (satu) bulan
sejak anggota Direks; Yang bersangkutan
diberitahu tentang pemberhentian Sementarg

apakah anggotag Direks; Yang bersangkutan tetap
diusulkan untuk diberhentikan atauy Pemberhepn-
tian Seémentarg ity dibatalkan dan S€gera me-

'\




rimanya keputusan sidang ssbagainang dimaksud
Pada huruf p ayat ini, Gubernu- Kepelg Daerah
menyamraixcan keputusannya Secara T“ertulis ke-
pada Direksj yang bersangkutan, Bedan Pegawas
dan 8nggota Direksi lainnya ;

d. dalan hal pemberitahuan tidak oilakuxan dalam
Jangka waktu vang ditentukan sebagaimana

dimaksud rada huruf o ayat ini, maka
pemberhentlan Sementara nenjadi osata} menurut
hukum

mana dimnaksug pada huruf ¢ ayet inj tidak
dapat disetujui Direksi ¥Yeng bsrsangkutan
atauptn oleh Badan Pengawas, maka cihak vang
bersangkutan dapat mengajukan Permohonan
banding S€cara tertulis kepsads Manteri Dalam
Negeri dengan disertai alasan—alaaen dalam
waktu 2 (dua) mingguyu setelah pemberitahuan
tentang keputusan tersebut d;ter;manya;

(7

apabila Menteri Dalam Negerij ticek m2ngambil
keputusan terhadap Permohonan banding ~ersebut
pada Fruruf avat ini dalam Jangka waktu 2
(dua) bulan sejak surat banding jitarimanya,
maka Permohonan banding yvangs Jersengkutan
dianggao citerima sehingga keputusan Gubernur
Kepala JDaerah menjadi batal menurut kukumn.

(5) DPalam hal psmberhentian Sementezra setazaimana
dzmaksud peda ayat (3) dan (4) pasal ini dibatal-
ken, maka yang bersangkutan direhabilitasikan sBe—-
céra terbuka.

-8) Dalem hal pPerbuatan sebagaimana dimakeud Pada
avat (1) hu-uf b dan ¢ pPasal ini nerupakan Tindak

ridana menurut keputusan Pengadilan, maka
penberhentian tersebut tidak dengzr: hcrmat .

Pasal 19

Susunan Organisasi dan tata kerja PAHM JavA cditetap-
kan ol=h Gubernar Kepala Daerah.

B A B VII
BADAN PENGAWAS
Pasal 20

(1) Baclan Pangawas bertanggung Jawab kepada Gubernur
Kepalsa Daerah.

(2) Badzn Pengawes dertugas melaksanakar Lengawasan
umir terhadar bpengelolaan paM JAYA.
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Pesal 21
3adan Pengeswas mempunyai kewajiban:

a. memberikan rendapat can saran kepada Guberrur
Kepala Daerah mengenal rencena kerja Qan angga-
ran PAM JAYA serta perubehan/tambahannya dan
laporan lainnva dari Direxsi;

or

mengawasi pelaksanaan rancana kerja dan anggaran
PAM JAYA serta menyvamoaikan hasil penilaiannva
kepada Gubernur Kepzla Daerah dengan temnbusan
kepada Direkssi;

mengikuti rerkembangan kegiatan PAM CAY]) dan

Q

dalam hesl menunjukkan gejala kemunduran, Segera
melaporkannya kepada Gubernur Kepala Laerah
dengan disertai Saran mengena. langkah yeng harus
ditempuh;

d. memberikan pendapat dan saren kepad= Gubernur
Xepala Dsaerah mengsnai setiap masalah 1l=zinnya
vang dianggap penting bagi pengelolaz=n PA+ JAYA;

€. melakukan evaluasi Pengavasan lain yang dizentu-
kan Gubernur Kepala Daerah;

f. memberikar laporan kepszda Gubernur Kepela Dzerah

mengenai PAM JAYA dan hasil Delaksancan t:gas
Badan Pengawas.

Pasal 22
Badan Pengawas mempunyai wewenang:
a. melihet buku, surat dan dokumen lai-mya,
memeriksa keadazn kas untak keperluan verifikasi

¢an memeriksa kekayaan PA-{ JAYA;

b. meminta renjelasan dari Jireksi mengenai sezala
pPersoalan yang menyangkut pengelolaan PLM JAVA;

¢. m2minta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan
Sz2pengetahuan Direksi untuk nenghaciri rapat
Badan Pengawas;

d. menghadiri rapat Direksi can memberikan pPandar.gan
terhadap hal-hal vang dibicaraken;

€. melakukan ~nal-hal Yang dianggap perlu 3esuai

dengan pera-uran perundang - undangan vyang Dserlaku.
Pasal 23
(1) 3adan Pergawas mengadalan Tapat eekuremg-

karangnya (tiga) bulan sekali

(2) Dalam rapat sebagaimana ¢imaksud pada ayat 1)
pasal ini dibicarakan hal-hal Yang terhubungan
dengan PAM JAYA.




1)

(2)

(3)

(4)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Keputusan rapat Baden Pengewes diambil atas
dasar Tusyawarah dan mufakat.

Untuk setiap rapat dibuat risaleh rapat.

Pasal 24

Anggota Fadan Pengawas terdiri atas Pejabat
Pemerintah Daerah.

Anggcta Badan Pengawas haras memparyai dedikasi
yang tinggi, cakap dan Tempunye i kemampuan
menjalarkan kebijaksanaan Gubernu- Kezala Daerah
serta persyaratan lainnya vYansg diperlukan untuk
rembinaan dan bengawasan PAM JAYA.

Antara s=sama anggota Badan Tengawas dan antara
anggota Badan Pengawas desgan Direksi tidak
boleh ada hubungan keluarga Ssanpeil derajat ke-
tiga, bailk menurut garis lurus maupur garis ke
samping termasuk menantu dan ipar.

Jika setelah pengangkatan mzreka masuk dalam
hubungan keluarga sebagaimana cimaxsud pada ayat
(3) pasal ini, maka untuk melarZutxan Jabatannya
diperlukan izin tertulis dar. Gubernur Kepala
Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri
Dalam Negesri .

Anggota 3adan Pengawas tidaz solen merangkap
Jabatan lain rada badan usaha swasta Yeng dapat
nempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
dengan kepentingan PAM JAYA, kecua_i mendapat
izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas seba:yak—banyaknya 5
(lima) orang dan sekurang—ku:angnya 3 (tiga)
orang yang diketuai oleh Gukte-nir Keoala Daerah
atau pejabat Yang ditunjuk.

Para anggota Badan Pengawas diangkat dan
diberhentilan oleh Gubernur Kepala Daerah
setelah mer.darpa+ bPersetujuan de-1 Meateri Dalam
Negeri.

Masa Jabatan 8nggota Badan Fenzawas adalah 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat fembal? setelah
nasa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 26

Anggota Badan Pengawas berhenti kar-ena meninggal
dunia atau depat diberhentikan oleh Gubernur
Fepala Daerah, meskipun masa .3batannya belum
berakhir, kerena:

a. permintaan sendiri;
k. melakukan Sésuatu yang merugilan PaM JAYA;




(2) Subernur Kepala Daerah dapa<+ memberhentikan
Badan

yang diduga melakukan tindakar.
aebagaimana dimaksud Pada ayat (1: hurur p can c¢
Pasal inji.

Semusa

Badaq p

Pembiayaan dalam

rangka
engawas dibeban:

pelaksanaan Tugas
{an rada ang

garan PaM JAYA

Besn VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pagal 28
(1) Satuan Pengawas Intern m=2rupakan aperat Pengecwas
interr PAM JAYA4 |

bagaimana dimaksyc Prada
nein oleh Seorang Fepala
yang-bertanggun

ngsung kepada Direktur

Pasal 29
(1) Satuan
Lirektur

Sistem Pengerda]
pelaksanaan

Pengawas Intern bertugas memkant-,
dalam mengadaken Penilaian atas
ian pangelolaan (manajemen) dan
n¥a  pada PAM JAYA

dan menberikan
S3ran-saran perbaikannya.

(2) Direks: Rengzunakan bendapat dan =Eara
Satian PengaWas Intern Sebagai bahan
melaksanakan

penyempurnaan
(manajemen) PaM JAYA .

N—-saran
urituk
Pengelo’aagn

Pasgan 30
Dalam nelaksanakan tugasnye, Satuan PengaWas Intsrnp
wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas 8atuan
Organisgacsi lainnya

di lingkungan bPaM JAYA, 8esraj
dengar tugas dan tanggung jawabrya m

asing—masing-

Pasal 31
. Kepaia Satuan Pe-gavasg Inters harug memilig;
Pendiqd:)ar dan atay <eahlian yang cukup memrenuij
Persyarctan Sebaga’ Cengawas intern obyektif, den
berdedikasi tinggi .
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Pasal z2
Kepz1la Sazuan Pengawas Inte- d;enskab dan

dibarhentikan oleh Direlktur Jtama fetelah mendapat
Persetujuan Gubernur Kepals Dasrgh,

BAB Ix
TUNTUTAN GANTI RUGT
Pasal 33

(1) Pogawai PAM Java termasuk ANggo+a Dirsksj Yang
m2lakukar Perbuatan melawan hulsanm atau
melalajkan kewajiban dan tugesg yYang dibetankan
kepadanya yvang langsung atau tidak langsung
menimbulkan kerugian bagi raM JAYA, divajibkan

(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugji terhadap
€gawai Deerah berlaky Seépeauhryg bagi Pegawai
FPad JAYA .

BAB x
PENDAPATAN DAN vaNG JAMINAN
Pasal 34

Pendapatan dan Fenerimaan PAM Java terdiri azas:
1. uang langganan air minum;

b. biaya penyambungan;

c. penerimaan—panerimaan lain Yang san.

Pasal 35

(1) Terhadap Pemakaian air minum dikenakan =ula

(2) Besar vang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan
fungsi Sosial paMm GAYA dala: rangka Usaha
Péningkatan relayanan masyaraka+ .

Tahan Buku paM JAYA adalah tahun takwim/tahan
kalender.

(1) Selambat—lambatnya dalam waktu 3{tiga) bulen se-
belum tahun burky berlaku, Direkaq telah menyam-
paikan rencana anggaran PAM JAYA untux




mendapat pPengesahan Gubernu- Kepalsy Daerah Sete-
Zah mendapat pPertimbangan dari Badznp Pengawas .

(2) fpabila dalam Jangka wakty 3(tiga) bulan setelah
rencana anggaran PAM Java sebagaimana dimaksud
rada ayat (1) pasaj] ini diterima olen Gubernur
Kepala Daerah, dan Gubernur Kepala Daerah tidax
mengemukakan keberatan atau tidak menolak
'S>ncana anggaran tersebut, make rencana anggaran
tersebut dianggep berlakuy.

(3) Anggaran tambahan atau Perubszshan ENggaren PaAM
JAYA yang terjadi dalam tahun buky yang bersang-
kitan, harus mendapat bPengesahan lebih dahuly
deri Gubernur ‘Kepala Daerah setelah mendapat
Peértimbangan dari Badan Pengawas.

BAB x1I
LAPORAN PERHITUNGAN HASII, USAHA
DAN PERHITUNGAN AN
Pasal 3s

Laporan Perhitungan hasil usaha dan kezgiatan PAM
JAYA disampaikan Secara berkala oleh Direxsi k=radas
Gubernur Kepala Daerah melalui Badar Pengawas.

Pasal 39

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan
Perhitungan hasil usaha PAM Java terdiri dari
neraca dan pPerhitungan rugil laba kepads Gubernur
Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selamoas-—

(2) Neraca dan perhitungan rugi laba sebagainana
dimaksud pada ayat (1) pasa] ini diperiksa oleh
Akuntan Negara/AkUntan Publi)x.

(3) Cara Penilaian POs dalam perhitungan tahunan
harue disebutkan.

(4) Kebijaksanaan akuntansi dalam rPelaksanaan Pam—
bukuan dan Penyusunan laporar keuangan beroe-
doman pada sistem akuntansi vYang berlaku.

(&) Perhi:ungan tahunan sebagaimana dimaksud rada
ayat 1) pasal ini.disahkan oleh Gubernur Kepalea

bebasen tanggung jawab oleh Direxsi terhacap
Segala sesuaty Yang termuat dalam rerhitungan
tahunan tersebyt,
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BAB XII1I
PENETAPAY DAN PENGGUNAAN LAEA
Pasal 40

Alokas: 1laba bars:h PaAM JAYA ditetapken sebagai
cerikut:

8. anggaran Daerah 40 % ;
b. cadengan umum 40 % ;
c. Jasa produksi 15 % ;
d. pemtinaan koperasi 5 % .

Pegawai PAM JLva

BAB xiv
PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS
Pasal 41
Pembiayean pembangunen sarana air minum untuk rroyek
khusus diatur dar ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerch.
BAB Xv
KEPEGAWAIAN
Pasal 42
Keoegawa_an PAM JAYA diatur sesual dengan P2raturan
keregawa_an vang b=rlaku.
EAB XxvI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK EETIGA
Pasal 43

(1) Dalam mengembengkan usahanya PAM JaYa dapat
melakakan kerjasama dengan pihak swasta dalam
dan luar neg=ri, badan usaha milik Negara, badan
usaha milik Daerah dan koperasi.

(2) Kerja sama sebaga-mana dimaksud pada evat (1)
rasal iri adalah dalam bidang usaha atau ke-—
giaten yang Dertalian langsung dengan atau me-
nunjar.g usaha pergadaan dan distribus: air
minum.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud rada avat(l) dan
(2) pasal ini dZlakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.




(1)

(2]

(3)

(4)

Selama
Peraturan
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BAB XxvIr
PEMBURB ARAN
Pasz]l 44

P=2mbuberan FAM JAvYA ditetapkan dengan
Daerah,

Peraturan

Gubernur Kepala Daeran menungjuk
pembubaran/ likuidator dalam
PaM JAvA s2bagaimana dimaksud
pasa’ ini.

Bsuatu
rangka
pada

panitia
rembubaran
ayat (1)

Semua hutang dan kewajiban keuangan
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari
kekayvaan PAM  JAYA yang masih ada,
apabila terdapat sisa lebih cari harts
tersebut, beik bergerak maupun tidak
menjadi milik Pemerirtah Laerah, dar
terdapat sisa kurang menjadi
Penmerintah Daerah.

lainnya

harta
sedangkan
kekayaan
bergerak

apabila
tanggung Jawab

Likuidator menberikan partanggungdawaban likui-
dasi kepada Gubernur Keoals Daerah.

BAB xviix
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
belum ditetapkan Peraturan
Daersh ini, maka peraturan

tetap berlakuy
ketertuan dalam

pPelaksenasan
relaksanaan
S€épanjang

ini

BAB XIX

EKETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Hal-hel Zang merupakan prelaksanaan Peraturan Dasralh
ini ditetapkan oleh Gubernur {epala Daerah.

Pasal 47

Dengan berlalunya Peraturen Daerah ini maka
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang
Pendirian dar Per gurusan Ferusahaan Daereh Air
Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2aM JAYA)

dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 48

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan PAM

JAYA.
Pasal 49
Peraturan Daereh -ni mulei  berlakuy Eada targgal
diundangkar .
Jakarta, 15 Jdktober 1992
DEwWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM] FUBEINUR EEPAZA D.E
DAERAH KHUSUS IBUROTA JARARTA - i
. KETUA, p—
SEUN
wrh 'm":\
é(“ ff_}:%

’: "l . —— r

( A
/ " RITONGA

. <
K1 ganat g

Disahkan oleh Menteri Dalam
N=geri dengan keputusan Nomor

Diundangkan dalam Lembara-n Daexr
Ehusus Ibukota J arta Nomor ~.
Tahun C?f; Seri Nomor 27

Tanggal 3@ Ké&d L?%}

SEEKRETARIS WILAYAH,/DAERAH KHUSUS
IBUKCTA JAKARTA,

an 8t wan wlonier: Dalam [ager
=3~ S -
L -
4 an i
b T allg Oiyomt Taeg
KLU T Tesilet salidnal: eratx
. 1
r TN
' ' 0021794 i
- YA 1 10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 1992
- TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAEKARTA
(PAM JAYA)

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupalkan Penyempurnaan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan .
Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daeran Khusus
Ibukota Jakarta (PAM JAYA) . Penyvempurnaan Peraturan

Daerah ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan dan
meningkatkan pelayanan, fungsi serta pPeranan Perusahaan

Air Minum sebagai salah satu saransa rengembangan
perekonomian Daerah dan sumber rendapatan asli Daerah,
sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan

relaksanaan pembangunan dewasa ini.

Usaha meningkatkan Pelayanan masyarakat di bidang
Penyediaan dan distribusi air minum, memerlukan adanysa
aparat renyelenggaraan dan pPengelolaan vang dapat
bekerja sSecara berdaya guna dan berhasil Euna

didasarkan rada asas ekonomi pPerusahaan yang sehat,
tanpa mengabaikan kepentingan umum.

Dengan demikian PAM JAYA sebagai pPerusahaan air minum
berfungsi memberikan dan pPenyediakan Jasa-jasa kepada
masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga dan
sosial maupun kebutuhan industri perdagangan dan
kebutuhan lain agar dapat membiayai dirinya sendiri
Serta meningkatkan pelayanan sebagai Perusahaan vang
menaris pungutan dari pemakai air minum.

Penyempurnaan Peraturan Daerah ini adalah mengatur
kembali upaya peningkatan peran PAM JAYA yang dilakukan
dengan Jalan antara lain menyempurnakan kepengurusan,
rengelolaan serta meningkatkan fungsi dan kegiatan
usahanya.

Modal PAM JAYA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 1977 dirasakan kurang memadai.
Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai
salah satu sarana rengembangan perekonomian Daerah dan
sumber pendapatan asli Daerah diperlukan dana yvang
cukup besar dalam Jangka ranjang.

Peningkatan modal dasar perusahaan Daerah air minum ini
menjadi sebesar Rp.Z.OO0.000.000,00 {dua triliun rupiah)
dimaksudkan untuk memenuhi keperluan dana dalam jangka
panjang. Untuk memenuhi Jumlah dana dimaxsud dapat
diupayakan secara bertahap antara lain dengan cara
peningkatan persentase cadangan umum, pinjaman dan
Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).




II.

PENJEZASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 6
Pasal 7 huruf a s.d. J :

huruf k
huruf 2 :
huruf n :

Furuf n s.4. o :
Pasal 8 ayat (1) :

avat (2)

Cukup jelas.
Cukup Jelas.

Tindakan yYang diambil antarea

lain berupa benetapan biaya

penggantian ates kerugian

yang diderita PAM JAYA sebagai
akibat adanya pemakaian air

yang tidak sah. Dalanm hubungan
ini, Pemakaian air vang tidak

sah diartikan secara luas sge-—

hingga langsung ataupun tidak

langsung meliputi semua pe -

langgaran atas kewajiban dan

larangan sebagaimana dimaksud

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
1988 tentang Pelayvanan Air

Minum.

Kebutuhan fasilitas kota di-
maksud adalah penyediaan air
untuk penanggulangan bahaya
kebakaran, remeliharaan taman,
air mancur dan lain sebagainya.

Pengaturan dan Pengawasan
atas usaha-usaha instalasi
air minum (instalatur) oleh
badan—badan atau pPerorangan
ini merupakan tugas Pemerin-
tah yang dilimpahkan kepada
PAM JAYA dengan Pertimbangan
effisiensi, sinkronisasi, kon-~
tinuitas dan teknis pelaksa -
naan ketentuan ini akan di-
tetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah dalam hal ini paM JAYA
adalah sebagai pPelaksana
teknis dalamnm Pembinaan dan
pPengawasannya vyang bertindak
atas nama dan bertanggung
Jawab kepada Guberrur Kepala
Daerah.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Modal scatuter PAM JAYA se-
besar Rp-Z.OO0.000.000.000,00
(dua triliun rupiah), termasuk
modal yang ditempatkan baik
vang berasal dari Pinjaman
dalam negeri maupun pinjaman
Luar negeri yang digunakan
untuk keperluan pembangunan
proyek irstalasi produksi dan
prerluasan jaringan pipa dis -
tribusi.




ayat (3)
ayvat (<)
avat (3)

Pasal 9 ayat (L)

ayat (2)

.avat (J2)
Pasal 10
Pasal 11 ayat (1

avat (2

Pasal 12 avat (1)

Cukup Jjelas.

Modal vyang disetorkan sebesar
Rp.127.573 410 981,61 (sera-
tus dua puluh tujuh miliar
lima ratus tujuh puluh tiga
Juta empat ratus sepuluh ribu
sembilan ratus delapan puluh
satu rupiah enam puluh satu
sen ) adalah merupakan modal
yang tercantum dalam neraca
PAM JAYA per-31 Desember 1990
vang telah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Pusat
(BPKP) dengan Perincian

1. PMP Pusat
Rp.27.196.880.182,59

2. PMP DKI Jakarta
Rp-51.947.626.092,89

3. Modal PAM JAYA(penilaian
kembali aktiva tetap
berdasarkan PP 45
Tahun 1986).
Rp.38-135.375.533,91

4. Cadangan
Rp-9-842.804.306,07

5. Sisa laba
Rp. 450.774.88686, 65

Jumlah modal PAM JAYA sebesar
Rp.127.573.410.981,61.

Cukup Jjelas.
Cukup jelas.

PAM JAYA tidak membentuk
cadangan rahasia dimaksudkan

agar setiap Perencanaan
rermodalan dapat lebih
terarah baik dari segi

operasional maupun Pengawasan.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup jelas.

Pengajuan permohonan renge-

cualian kepada Menteri Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud

rada ayat ini harus terlebih
dahulu mendapat pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Direktur Utama PAM JAYA dalam
menyelenggarakan segala ke-
giatannya bertanggung Jjawab
kepada Gubernur Kepala Daerah
sehingga segala sesuatunya
mengenai PAM JAYA disalurkan
melalui Gubernur Kepala Daerah.




ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 s.4 1=& : Cukup Jelas
Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Persyaratan lainnya yang di-

maksud dalam pasal ini dite-

tapkan oleh Gubernur Kepala

Daerah dengan berpedoman ke -

pada ketentuan yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

avat (3 dan(4) : Cukup Jelas.

ayat (5) : Perangkapan Jabatan lain di-
‘ maksudkan dalam Pasal ini
adalah :

a&. anggota Direksi Perusahaan
Daerah lainnya atau peru-
sahaan swasta atau Jabatan
lain yang berhubungan de-
ngan pengelolaan perusaha-
an.

b. Jjabatan struktural dan
fungsional lainnya dalam
instansi/lembaga Pemerin-
tah Puset dan Laerah.

¢c. Jabatan lain Sesuai dengan

- ketentuan peraturan per-
undang-undangan vyang ber-
laku.

Pasal .7 s.d4. 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 aysat (1 : Cukup Jjelas.
ayat (2. : Persyaratan lainnya yang di-

maksud dalam pasal ini dite~
tapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah dengan berpedoman pada
ketentuan vang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

avat 13) s.c. (5) : Cukup Jjelas.

Pasal 25 s.d. 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Uang Jjaminan atau uang muka
langganan dimaksud adalah

uang vyang diterima sebagai
Jaminan pelanggan air minum
dan dapat dikembalikan bila
prelanggan tersebut berhenti
sebagai pelanggan air T.inum
atau diperhitungkan d=ngan
pembayaran rekening air yang
tertunggak.




-~

Pasal 3s s.d. 37
Pasal g3g

Pasal ag
Pagal 4> huruf s

kFaruf o

Juruf g
Pasal 41
Pasal 42

Pasal 43 ayvat (1

ayvet (2

ayat (3

Pasal 44 s.d. 49

: Cukup Jelas.

! Laporan perhitungan hasil
usaha dan kegiatan Perusahaan
Daerah dari Direksi kepada

Kepala Daerah untuk

&h tidak
Gubernur
meryampai

kan informasi Mmengenai haj
tersebut kepada Dewan Per-
wakilan Bakyat Daerah.

Cukup Jelas.

dan b . Cukup Jelas.

Cukup Jeles.

: Cukup Jelas.

Kedudukan hukum pPegawai,

gaji,

Pensiun, tanjangan dan reng-
hasilan lain darj Direks: dan
Pegawai papm JAYA ditetapkan
dengan Peraturan tersendiri
dengan berpedoman Pada Undang-
undang dar ketentuan kepe-
Eawaian Yang berlaky dan
pelaksanaannya disesuaikan
dengan kemampuan PapM JAYA .

) > Kerja Sama yang dima

Pasal inji dapat

ksud GQalam
berbentuk

joint—venture dalam satu

badan usahg vang

berbedan

hukum untuk menghasilxan

suatu bararg tertenty bagi

kebutuhan den keuntungan PAM
A.

) : Badan usaha atay

kegia-an

yang bertalian dengan atau
Menunjang usaha Pengadaan danp
distribusi air minum antera
lain: pPembuatan meter air,
mesin-mesin atau spareparts
instalasi air minurm, Pira-

Pipa, bahan kimia,

Usaha,

Jasa, instalesi, kontraktor,
Pembangunan di bidang rerajr-
minuman dan sebagainya.

) * Cukup jelas.
: Cukup jelas.

_______—_—___—________
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